S
»a

5 @PTIMASI PELAKSANAAN T{FGAS DAN KEWENANGAN
KURATOR DALAM KEPAILITAN UNT‘UK LAN CARNYA
'j-"_i’ENYELESAIAN UYAN G-UTAN G DEBITOR PAILIT‘

Oleh Suherman :’Ioha °S. H., M H 2 S

-:-kepércayaan yang besar kepada kumz‘or uﬁtuk dapaz‘ memperlancar ERRUE

penyelesaian umnmumng debztor melaluz lembaga kepailitan. Untuk
‘terpenuhinya kepercavaan tersebut kurator harus melaksanakan tz;gas darz
kewenangannya sesuai apa yang. ditentulan, undang—undang terapz dalam
pelaksanaannya:ternyata masih ‘dihadapkan pada banyak masalah. _
Masalah yang dihadapi oleh kurator selain masalah karena masih adanya
kelemakan dari; aspek materz Aukum daﬂ aSpek ke!embagaannya Juga dari
aspek’ moml para pihak yang masth belum mendukung sepenihnya untuk
ter. laksananya Undang- undang tentang Kepmhmn Untuk optimalnya
pelaksanaa:z tugas dan kewenangan Kurator a’tperlukan Zangkak langkah
kongknt zmtuk antzszpasmya /A :

A PENDAHULUAN _
1. La’éer Belakano Permasaiahan

.. Keterpurukan ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997
dampaknya begitu besar terhadap kehidupan masyarakat hingga saat ini.
Kejadian tersebut dikenal dengan istilah krisis moneter; dan dampaknya bukan
hanya mengakibatkan keterpurukan ekonomi tapi juga kepada hal-hal lain
sehingga betul-betul merupakan pengalaman pahit bagi bangsa Indonesia.
Untuk perbaikan dan pemulihannya bukan hal yang mudah karena selain
memerlukan dana dan wakiu yang t}dak sedlklt juga periu kesermsan dan
kerja keras segenap komponen bangsa

- Upaya vang dilakukan pemerintah diantaranya mela}m pemuhhan ekonomi
{economy recovery), dengan cara pembenahan {atanan perekonomian termasuk
pembaharuan kaidah-kaidah hukum yang -mengatiwnya. Diantaranya adalah

1. Penelitian mandiri yang dikerjakan pada th. 2003 di Jakarta.
2. Peneliti di Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manuvsia.
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b pembaharuan hukum kepaahtan yang fungs; utamanya menjada rambu—ram bu N
__--penyelesamn utang piutang yang: ‘selama ini: menjadi ‘masalah penting
perekonomian, terutama untuk. mengata51 k:redxt kredzt macet yang dﬂakukan_ :

oleh perusahaan swasta

: Sebelum tahun 3998 kepalhtan dlatuf "Fazll1ssementsfer0rden1ng” (Stbl =
1905-217) yang d:rasakan oleh masyarakat bisnis sebagai suatu hal sudah .

~tidak sesuai lagi dengan kebutuban zaman, Dalam rangka pembaharuan I—Iukum

" Kepailitan, pertama—tama d1keluarkan Perpu nomor I tahun 1998, yang .~
- kemudian. d1gant1 dengan Undang undang nomor 4 tahun 1998 tentang -
Kepalhtan Dengan d1undangkannya Undang—undang nOmor 4 ‘tahun 1998 -

' 'tersebut pemenntah mengharapkan proses pembayaran utang para debztor )

Dengan dzundangkannya Undang»undang Tomor, 4 tentang Kepalhtan yang
kemudian lebih dikenal dengan Undang-undang Kepailitan, seniula diperkirakan
akan banyak perusahaan pailit yang penyelesaian utang-utangnya diproses
melalui lembaga kepailitan, tetapi nyatanya tidak demikian karena ternyata

para pihak masih lebih memilih cara lain untuk penyelesaian utang piutangnya.

Secara kwantitas dan tahun ke tahun kasus penyelesaian perkara utang-piutang
melalui proses kepailitan semakin menurun. Pada tahun 2002 perkara kepailitan
yang diproses di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah sekitar 50 buah perkara.
Pada tahun 2003 mengalami penurunan hingga 54 % dibanding tahun 2002,
Sejak Januari hingga September 2003 tercatat hanya ada 27 buah perkara
yang diproses.

Turunnya angka penyelesaian perkara utang piutang melalui kepailitan
tersebut terutama dikarenakan oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap
lembaga kepailitan, yang untuk antisipasinya terlebih dahulu diperlukan
pengetahuan tentang berbagai masalah yang ada dalam lembaga kepaﬂitan
termasuk juga dalam pelaksanaannya di Iapangan

Dalamp proses memperiancar pembayaran utang melalui lembaga kepailitan
Kurator mempunyai peran yang sangat penting dikarenakan tugas dan
kewenangannya sangat menentukan lancar tidaknya proses kepailitan. Pasal
22 Undang-undang Kepailitan menegaskan bahwa Debitor yang telah
dinyatakan pailit, sejak hari diucapkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga
demi hukum telah kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan terhadap
kekayaannya. Hal ini terjadi dikarenakan kekayaan Debitor pailit telah diletakan
dalam status sitaan umum, dan secara juridis hak tersebut telah beralih pada
Kurator.
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. Dengan dasar pemilkiran tentang betapa pentingnya peranan Lembaga
- Kepailitan untuk mendorong dinamika perekonomian melalui upaya

 memperlancar pembayaran utang-utang Debitor, serta fakia yang menunjukkan

n Niaga belum optimal dalam memperlancar proses
utang Debitor, adalah merupakan daya arik fersendiri bagi

 dan kewenangan Kurator, -

clakang uraian tersebut di atas permasalahan yang diangkat
lalam penelitian ini adalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: - -
a... Hal-hal apa sajakah yang menjadi penghambat Kurator untuk: dapat
““‘memperlancar penyelesaian utang-utang ‘Debitor melalui Leémbaga
o Kepailitan?o o T SRR S o
b."“Bagaimana cara ‘atau upaya untuk ‘mengatasi berbagai hambatan
pelaksanaan tugas dan kewenangan Kurator ? e A { ¢

2. MetodePendekatan - |
~+.Tulisan ini adalah penelitian normatif dengan analisa diskriptif. Diawali
dengan inventarisasi dan mempelajari data kepustakaan, ‘berupa informasi-
informasiaktual yang diambil dari literatur, media massa yang ada kaitannya
dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Kurator, Untuk kemudian data-
data yang terkumpulkan tersebut diedit, diolah, dibahas, dikaji dan dicarikan
malmanya_.untuk kemudian dengan kemampuan pemikiran dirangkai untuk
membentuk konstruksi hasil penelitian, dalam rangka memperoleh kesimpulan
yang pada intinya adalah untuk dapat men; awab permasalahan pokok penelitian,

3. Kerangka Pemikiran _

. Untuk pembenahan tatanan perekonomian dengan tujuan untuk pemba-
ngunan ekonomi adalah tepat bila menggunakan pendekatan normatif atau
konstitutif karena Indonesia adalah ne gara hukum. Terlebih lagi bila kita ingat
bahwa konstitusi atau UUD telah menentukan secara jelas arah pelitik
ekonominya. Dengan pemikiran seperti itu tentunya dapat dipahami bahwa
aturan perekonomian senantiasa akan didasarkan pada konstitusi ataw hukum
dasar. Sedangkan untuk perubzhan dan perbaikan ekonomi akan diatur
berdasarkan aturan permainan (rule of the game) yang dibenarkan oleh
konstitusi dengan konsentrasi sasaran tertuju pada sistem ekonomi, institusi,
transaksi para pelaku ekonomi, serta aturan hukum vang dijadikan rambu-
rambunya. Sehingga aktifitas perekomian merupakan dinamika sistem jaringan
lembaga ekonomi yang di dalamnya terhimpun kaidah-kaidah hulaum ekonomi

vang m@aﬁ@%mbawfm@&ﬁvﬁﬁ@&kmmkﬁﬁmWﬁ‘kﬁ“é’k*ﬁnom1.
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Dari penjeiajahan smgkat kepustakaan acia ’oeberapa pesan yang dapat .
L dl_]&dikan pegangan dalan kegiatan pembangunan ekonom1 terutama dalam S
_masyarakat yang demokratls adalah sebagai bemkut e sl

_pcmermtah adalah"' sangat pentmg dalam rangka untuk -kbrekm terhadap
_ kegagalan pasar ‘dan imtuk: red13tr1bu51 program kesejahteraan masyarakat -
“Kedua, bahwa peran konstltum danaturan bukum dalam kebijakan ekonomj

sangat. pentmg untuk: kepastmn kebu akan yang dikwalifikasikan. sebaga1

kebijakan yang baikdan tepat dalam rangka pemngkatan kesejahteraan rakyat.

Ketiga, bahwa kebljakan ekonomi dalam mengejar pertumbuhan maupun

pemerataan hasil sangat. berkaltan dengan Proses pohtxk yang beriangsung

secara terus-menerus. el Rt T T

Pendekatan normatlf atau konst:tunf secara prakt:s akan rnembenkan
arahan yang jelas bagi pembangunan ekonomi, dan dengan pembaharuan aturan-
aturan hukum yang mengaturnya pembangunan ekonomi akan terjalin secara
sistemik dan.terpelihara kontinuitasnya. Asalkan dapat memahami segala
penyebab gangguan efektifitas hukum dan punya kemampuan dan komitmen
untuk anﬂmpasmya & e ] . :

- Kepatlitan adalah maten hukum perdata, berasal dari hukum kolonial
Hindia Belanda, dan sampai ‘sekarang masih mengacu kepada Burgerlijke
Wetboek (BW) yang lebib dikenal dengan nama KUHPerdata (Kitab Undang-
undang Hukum Perdata); yang walaupun hanya sebagai pedoman tapi
diantaranya masih merupakan hukum positif di Indonesia antara lain

Pasal 1131 KUHPerdata yang berbunyl “Seluruh harta kekayaan sesegrang
baik yang ada sekamng maupun yang akan datang, batk yang berwujud
benda bergemﬁ maupun benda tetap, merupakan ]amman bagi selumk
per:katannycz : ;

Pasal 1132 KUHPerdata yang berbunyl “Menentukan agar harta kekayaan
si Debztar dijural Ielang di muka umum atas daser putusan Hakim, dan
hasiluya dibagi-bagikan kepada Kreditor secara seimbang, sesuai dengan
Jumlah pintang yang dimilikinya®.

Pada zaman Hindia Belanda képailitan diatur pertama-tama dengan :

a. W.v.k (Wetboek van Koophandel) Buku Ketiga tentang Peraturan
Ketidakmampuan Pedagang (“Van de Voorzieningen in geval van
onvermogen van kooplieden™), yang diperuntukkan bagi pedagang.

78




“ - dicabut

glement echtsvordering) Buku ketiga ter :
nyata-nyata tidak mampu (“Van den Staat vaa Kennelijk Onvermigen™

yang diperuntukkan bagi yang bukan pedagang.

. Mengingat tuntutan kebutuhan dunia bisnis saat it maka aturan‘aturan
- hukum kepailitan dalam W.v.k dan R.v tersebut diganti dengan
), mulai betlaku taaggal 1 November

. Eaillissmentsverordening (S.1905-2
. 1906 dan karenanya aturan hukum kepai
» - Faillissmentsverordening berlaku bagi semua orang baik bagi pedagang
- maupun yang bukan pedagang, bagi perorangan juga bagi badan hukum >
Setelah hampir satu abad berlaku sebagai hulum positif maka Faillissmentsve-
dening (8.1905-217) yang biasa discbut dengan Peraturan Kepailitan (P.X)
pada tahun 1998 mengalami pembaharuan, Perubahan tersebut adalah sebagai
reaksi tuntutan kebutuhan dunia bisnis, terutama intuk mengatasi kredit macet
yang dilakukan oleh perusahaan swasta, Dalam rangka pembaharuan, pertama,
dikeluarkan Perpu Nomor 1 tahun 1998, yang kemudian diganti dengan Undang-

'ﬁﬁdgﬁg_ndmor4_Iahi.;n'_'l998.tgntanchpailitan; . AAA Y o

rorde

.+ Undang-undang Kepailitan dimaksudkan memberi tugas dan kewenangan
pada Kurator demikian luasnya dalam hal pengurusan dan atau pemberesan
harta pailit. ‘Apabila tugas dan kewenangan Kurator yang demikian penting
itu dilaksanakan secara baik dan benar maka barulah lembaga kepailitan akan
bermanfaat atau berpengaruh positif pada upaya memperlancar penyelesaian
utangrutang debitor. . . - e e SEE

B PENVAUANSUBSTANSI B <
+ Secara substantif yang perlu dibahas untuk memahami tentang pelaksanaan

. tugas dan kewenangan Kurator memperlancar penyelesaian utang-utang Debitor
adalah hal-hal yang berkaitan dengan materi hikum kepailitan tentang Kurator

terutama yang mengatur tugas dan kewenangan Kurator, serta berbagai masalah
dalam hal pelaksanaannya.

1" Kurator Sebagai Subjek Hukum Kepailitan

Kurator dapat berupa perseorangan (natural person), Jjuga dapat berupa
badan hukum (rechis person ), yang ditunjuk oleh Hakim Niaga. Kurator dapat

3. Perubahan aturan kepailitan menurut W.v.k dan Ry dengan Faillé'ssmams_vemrdeniﬁg tersebut sejalan
dengan apa vang terjadi di Neeeri Belanda melaiui asas konkordansi{pasal.l3l.18)

2) Buku ketiga tentang Keadzan =

79




._dlperankan oleh Balat Harta Penmggalan (BHP) atau Kurator lainnya * Kurator _
harus. terdaftar pada Departemen Kehakiman dan HAMRI, dengan dlsyaratkan '
- ‘harus memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk’ dapat mengurus dan
;membereskan harta paiht dan harus 'bertempat ‘ﬁnggal atau berdom15111 d1 -
' _-_;Indonema : . - SO

. Daiam pelaksanaan tugasnya Kura_' r mdependen netrai dan tidak o
“mempunyai’ ‘benturan. kepentmgan dengan Debitor ataupun 3'Kredztor serta
:mempakan orang yang dlanggap mampu dan profesmnal : o

* Untuk jaminan profesmya Kurator dlsyaratkan harus memlhkz tanda Iulus _ |
-ujlan yang diselenggarakan- oleh Asosiasi Kurator dan’ Pengurus Indonesm '
(AKPI) sebagal wadah profesi yang resmi dari Kurator di Indonesia.* '

. Secara normanf aturan hukium tentang Kurator yang mengarahkan agar

dalam pengangkatan profea Kurator dalakukan secara selektif serta aturan-
aturan lain yang mengarahkan agar terpehharanya kualltas ‘profesi Kurator
adalah sesuatu hal. yang, ideal dan realistis, tetapi secara faktual masih ada
kecendemngan bahwa Kurator déﬁgan profesmnalnya tersebut telah mengkon—
disikan suatu persepsi yang tldak ideal yaitu, bahwa profem Kurator adalah
sebagai sumber penghasilan yang menjanjikan atau lahan bisnis yang
menguntungkan Pemikiran seperti ini dalam tahapan yang wajar tidak
menimbulkan masalah, tapi bila tidak terkendalikan pada gilirannya dapat
mengaburkan fungsi utama Kurator yaitu sebagai pihak yang sangat didambakan
oleh hukum untuk efektifnya iembaga kepa;htan dalam memper]ancar
pelunasan utang-utang Debitor, - " PR

Untuk integritas moral Kurator agar tetap konsisten dengan tugas dan
fungsinya, maka fungsi kontrol Hakim Pengawas terhadap pelaksanaan tugas
dan kewenangan Kurator adalah sesuatu hal yang penting untuk pengenda-
hannya Asalkan tidak meieblhx apa yang dikehendak; oleh undang undang

2. Tugas dan Kewenangan Kurator

a. Pengamanan harta pailit

Berdasarkan undang-undang, Kurator berwenang untuk melakukan
pengamanan terhadap harta pailit.® Kewenangan ini merupakan kewe-

4. Lihat pasal 57 A Undang-undang nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan.

5. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M. 08-H:.03.10 tahun 199§
tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Kurator/Pengurus dan ditetapkan bahwa AKPI merapakan
satu-satunya wadah tungga! bagi Kuratot/Pengurus.

6. Lihat pasal 12 Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan.
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e nangan yang tldak dapat dlmnda-tunda pelaksanaannya Artanya segera

- .setelah Debitor. dmyatakan palht maka tugas dan kewenan igannya untuk

R ::melakukan pengurusan dan pemberesan harta’ paxlit secara juridis harus

. scgeraberjalan walaupun Debitor pailit tersebut me]akukan upaya hukum
o .ijasasx ke Mahkamah Agung terhadap putusan tcrsebut :

. _"'_b._-".':Pengurusan dan atau pcmberesan R

Undang~undang Kepalhtan menentukan bahwa tugas Kurato __adalah '
" lakukan pengurusan | tal resan ha _palhf" Untuk tugas
A '-'pengurusan dan atau Demberesan harta paiht }fl.rntor' melak!..kan berbagai
R keg1atan antara lain: pendat'aaﬁ pengumpulan ‘dan’ evaiuam hartaDebltor
- “serta memasukkanuya ke dalam budel kepazhtan Jika diperlukan juga

s Kurator dapat melakukan penyegcian untuk pengamanan aset paiht

c. '..Kewenangan karena tugas

_ Undang undang Kepalhtan menentukan bahwa dalam pelaksanaan

" tugasnya Kurator: (a). Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari

atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau

+*salah satu Organ Debitor, (b). Dapat melakukan pinjaman dari pihak keti ga
.+ semata-mata dalam rangka memngkatkan mla} harta palht &

d. ':Menanggung aklbat yang terjadx pada aset debitor

... Undang- -undang Kepailitan -menentukan bahwa terhadap tuntutan
o huku.m yang berpangkal pada hak-hak dan kewajiban yang termasuk harta
kekayaan si pailit harus dimajukan oleh ataupun terhadap Kurator ® Dengan
~ kata lain bahwa sebagai konsekuenst dari dinyatakan pailit oleh Pengadilan
Niaga maka se]uruh akibat yang ter}adi pada aset debitor yang telah ada
" ketika itu secara hukum te}ah mengadl tanggung Jawab kurator (pasal 67

_' 'I}ndang undang Kepalhtan) .

e. Sebagal walkil dalam hal pelaksanaan kewajlban pajak debitor pailit
' Undang—undang xup (Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan)
mengatur bahwa: .

“Dalam menjalankan hak dan memenuhz rRewajibannya menurut
ketentuan undang-undang, wajtb pajak diwakili dolam hal badan dalam

-1

. Lihat pasal 67 ayat | Undang-undang nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan.
Lihat pasal 67 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang K_epall:tan
. Lihat pasal 24 Undang-undang nomor 4 tahun 1998, -

w o
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L pembubamn atay pailit oleh orang atau; Imdan yang dzbebam unzuk -
» -_'._melakukan pemberesan AL IR : Al

e Dalam hal ini adalah Kurator d1 mana ia sebagm wakxi punya ‘hak dan
i kewa3 iban untuk d1penuh1nya kewa_pban perpa;akan Debltor palht termasuk
untuk pelunasan pajak yang terutang e

3. KemandlnanKurat{)r- '

DaI am meiaks anakan tugas dan kewenangan untuk pengurusan dan
'pemberesan harta palht Kurator t1daklah sendirian,"! Pengad:ian Niaga selain
mengangkat Kurator j Juga mengangkat Hakim Pen \gawas (Supervisory Judge).
Berdasarkan pasal 63 Undang undang Kepa:htan Hakim Pengawas bertugas
unituk melakukan pengawasan terhadap tugas Kuraior dalam pengurusan dan
pem’oeresan harta pailit, dengan tujuan agar Kurator tetap bekerja dalam koridor
aturan hukum yang telah ditetapkan undang-undang. Karenanya Kurator dalam
pelaksanaan tugasnya akan transparan, penuh tanggung jawab dan tidak
memzhak Apabila tujuan undang-undang tersebut dapat diwujudkan maka
proses pelaksanaan kepmhtan akan lancar.

: Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Hakim Pengawas sering terlalu
dominan schingga seolah-olah memposisikan dirinya sebagai “Boss” bagi
Kurator. Sebagai risiko dari ketidak konsistenan tersebut kemandirian Kurator
terbelenggu oleh kekuasaan Hakim Pengawas. Kurator menjadi lemah dan
tidak lagi punya kemampuan sebagaimana diharapkan oleh undang-undang.
Dalam pelaksanaan tugasnya Kurator cenderung hanya menjadi tempat untuk
menerima apa yang diinstrusikan Hakim Pengawas.

Meskipun pengertian kemandirian Kurator tidaklah berarti bahwa Kurator
bebas melakukan apa saja termasuk hal yang merugikan harta pailit, tetapi
juga tidaklah berarti pembenaran terhadap adanya tekanan Hakim Pengawas
tanpa tujuan yang dibenarkan undang-undang pada saat Kurator melaksana-
kan tugas dan kewenangannya. Dengan kata lain bahwa selama Kurator
melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan undang-undang
seharusnya Hakim Pengawas tidak dibenarkan untuk melakukan interpensi
melebihi tugas dan kewenangannya.

Dinamika di lapangan menunjukkan bahwa Kurator begitu takut kepada
Hakim Pengawas, sehingga batasan kewenangan antara Kurator dan Hakim

10. Lihat pasal 13 Undang-undang KUP {(Ketentuan Urum Tata Cars Perpajzkan}
11.Lihat pasal 13 ayat 1 Undang-undang Kepailitan.
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EpR Pengawas sebagai plh&k—plhak yang dlangkat oieh pengadﬂan unmkpengumsan o

.. dan pemberesan harta pailit sesuai aturan undang»undang menj jadi kabur dan
' enderung tldak berjalan sebagaamana seharusnya suatu s:stem kega yang

yang: ’oerada di negara lain dan. didirikan berdasarkan ‘hukum setempat: -
-Keterkmtan kepalhtan dengan Hukum Perdata Intemasmnal terletak pada
: bagaimana keberlakuan putusan pa1ht pengadﬂan asing suatu'negara: Bagi
‘ negara di mana putusan pailit harus dilaksanakan muncul permasalahan hukum
ayaltu apakah putusan pa:ht dan suatu pengadﬂan asmg dapat dieksekum ?

Ternyata pada umurnnya dapat chkatakan' “Bahwa kebanyakan szstem
hukmn_ yang dianut oleh banyak negara tidak mcmperkc_nankan pengadilannya
untuk mengeksekusi putusan pengadilan asing”. Kecenderungan ini tidak saja
berlaku pada negara-negara yang menganut sistem Civil Law. tctap1 berlaku
Juga bag: ne garawnegara yang menganut s;stem Common Law

Penolakan eksekusi terhadap putusan pengadﬁan asing terk.alt erat dengan
konsep kedaulatan negara. Sebuah negara yang memiliki ‘kedaulatan tidak
akan mengakui institusi atau-lembaga asing sejajar.apalagi lebih tinggi,
terkecuali bila negara tersebut secara sukarela menundukkan diri. Mengingat
pengadllan merupakan alat perlengkapan yang adz dalam suatu negara maka
wajarlah apabila pengadilan tidak akan melakukan eksekusi terhadap putusan-
putusan pengadilan asing.

Prinsip penolakan terhadap putusan pengadilan asing ini berlaku pula
pada jputusan pailit oleh pengadilan asing. Di Malaysia, misalnya putusan
pailit dari pengadlian asmg tidak diakui dan txdak dapat dilaksanakan oleh
pengadﬁannya dEias . o ;

.. Di Indonesxa walaupun dalam Undang-undang tentang Kepailitan tidak
secara tegas diatur tentang dapat tidaknya putusan pailit pengadilan asing di
ekseku51 Dari hukum positif dapat ditafsirkan bahwa Pengadilan Niaga tidak
akan men geksekusi putusan pailit pengadllan asing. Penafsiran ini didasarkan
pada pasal 284 ayat (1) Undang-undang nomor 4 tahun 1998 yang esensinya
adalah memberlakukan Hukum Acara Perdata pada Pengadilan Niaga, dan
dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, sebagai mana dimaksud
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dalam pasal 436 R.v yang secara tegas ditentukan bahwa putusan pengadilan
asmg t:dak dapat dlakm dan dlekseku31 oleh putusan pengadllan Indonesza

Berangkat dan kenyataan banyaknya negara yang maszh berpandangan -
sangat konservatif terhadap pelaksanaan putusan pengadilan asing, utamanya -
dalam masalah kepailitan, berakibat pada terhambatnya transaksi bisnis
internasional. Para pelaku usaha merasa ada svatu kebutuhan (deadlock) dalam _
‘hal perolehan ‘haknya, Dengan dem1k1an dapat ditarik. kesimpulan bahwa .
transaksi bisnis. internasional telah memunculkan masalah hukum yang pelik
dalam kaxtarmya dengan kepazhtan dan unmk permasalahan ini tentunya harus

mendapat penyelesazan

5 Rss1ko Kedudukan Men;adl Kurator

Kurator adalah bertanggung jawab terhadap kesalahan atav kelalaian dalam
pelaksanaan tugas kepengurusan dan atau pemberesan,'? Karenanya Kurator
bukan saja bertanggung jawab karena perbuatannya yang dilakukan dengan
sengaja tetapi juga karena kelalaiannya, dan untuk hal ini Kurator dapatdi gugat
dan wa_ub bayar ganti rugi. : L : :

" Dalam hal perpajakan sebagaa konsekuensx kedudukannya menjadi Wakll
Debitor pailit maka Kurator secara pribadi dan renteng bertanggung jawab
atas pembayaran pajak terutang. Terkecuali apabila dapat membuktikan dan
meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-
benar tidak mungkin untuk dapat dibebani tanggung jawab atas pajak terutang
dimaksudkan. Apabila ternyata kekayaan Debitor tidak cukup untuk dapat
menutupi kerugian akibat kepailztan penagxhan pagak dengan surat paksa adalah
ditujukan kepada Kurator. - !

6. Perlindungan Hukum Bagi Kurater

Berdasarkan Undang-undang Kepailitan, Debitor tidak dapat menghalangi
ataupun melakukan tindakan-tindakan penolakan terhadap kehadiran Kurator
yang bertugas atas perintah undang-undang, dikarenakan kewenangan untuk
melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit telah diambil oleh Kurator
dan Kurator siap untuk melaksanakan tugas dan kemenangannya. Apabila
ketentuan pasal 22 Undang-undang Kepailitan dipatuhi oleh Debitor tentunya
Kurator tidak akan kesulitan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangannya,
tetapi fakta di lapangan sering dihadapkan pada berbagai kendala, seperti: (a)

12. Likat pasal 67 Undang-undang nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan.
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':’harta pa1ht yang sudah daahhkan (b) harta palht yang tldak Jelas lagl
_keberadaannya (c) harta palht yang tumpang. tindlhkepemlhkannya (d) harta

.- pailit yang dokumennya cacat hukum, dan (e) adanya sikap 1 tidak kooperanf _

- plhak Debltor pada. saat:penyerahan harta pazht pada Kurator

ura r bergerak L ntu'____ pelaksanaan tugasnya setelah ada putusan

"pekarangan orang lam (Deb1tor) tanpa sel_;mnya 'dan atau meiakukan lain- -
lain’ perbuatan pidana,- -sepanjang ‘berkaitan dengan tugasnya berdasarkan'
undang undang maka- perbuatan tersebut bukanlah tindak pldana Dengan
demikian maka dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Kurator dapat
memanf_aa_tkan Kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum terutama
dalam hal menghadapi sikap tidak kooperatif pihak Debitor. Polri bukan hanya
dapat memberi perlindungan dalam bentuk pengamanan pisik pada saat Kiirator
mcndatangl tempat usaha (Debitor) tapi juga dalam hal penyidikan. Apabila
Kurator-mendapat kesulitan pada saat. mengldentxﬁka51 harta pailit karena
sudah tidak jelas keberadaannya baik secara pisik maupun surat kepemlhkannya
dapat memlnta bantuan Polrl untuk mengetahul keashannya

C ANALISIS
1. Aspek Maten Hukum

Undang—undang nomor 4 tahun 1998 tentan g Kepalhtan belum sempurna,
terutama dalam hal memberi batasan tentang hak dan kewajiban Kurator dan
Hakim Pengawas Dengan be]um sempurnanya aturan hukum tersebut maka
sering kali ferjadi tindakan arogansi Hakim Pengawas yang dapat menimbulkan
kerugian terhadap harta palht Terhadap kerugian yang kejadiannya seperti
itu justru Kurator yang harus bertanggung jawab, karena yang diwajibkan
bertanggung jawab oleh pasal 67 C atas keruglan yang terjadi pada harta
paﬂit adalah Kurator. . :

‘Dalam hal kepailitan lintas batas, untuk mengatasi kebuntuan hukum
(deadlock) dalam perolehan hak Kreditor dan untuk menembus sikap terlalu
konservatif terhadap putusan pengadilan asing bagi Indonesia dapat dipilih
salah satu dari dua opsi yang ada.

13.Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan bahwa orang yang melakukan tindak
pidana untuk menjalankan undang-gndang tidek dapat dipidana,
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Pertama den gan cara pembentukan aturan atau kaidah dalam Hukum Kepazhtan 8

B yang mengatar tentang dimungkmkarmya putusan pailit pengadllan asing untuk__ .

'__dlakuz dan dﬂaksanakannya eksekusi sepanjang dapat memenuhi persyaratan -
“yang diatur undang~undang Apabﬂa alternatif ini yang diambil ada baiknya -
-merujuk pada Mode Law yang d1per51apkan oleh UNCITRAL (United Na- :
tions Commzsmn on International Trade" Law) Dengan mengadop81 Model
- Law'yang dihasilkan UNCITRAL ‘tersebut ‘maka, -asalkan dalam’ rangka' -
- _memenuhl;:tuntutan modem;sam, harmomsasz dan keadjlan maka putusanf' .
o pa:ht pen dﬁan asmg dxmunrrk1 an untuk dapat dlekseku31 o

Kedua der gan cara ke1kutsertaan Indonesm dalam perganjlan mtemasaonal
yang. - bersifat bllateral ataupun multﬂateral yang mengatur dimungkmkannya
unth sahng dapat mengeksekus; ‘putusan palht pengadxlan masmg masmg
negara tersebut . : : - . :

2 Aspek Keiembagaan

Putusan’ ‘pailit yang dmyatakan oleh Pengadﬂan Ntaga memberi akz’bat
hukum yang san gat penting bagi harta si Debitor yang dinyatakan pailit; yaitu
menetapkan bahwa ‘seluruh harta Debitor pailit yang telah ada pada saat
pernyataan pailit, juga seluruh harta yang diperoleh selama kepailitan menjadi
berada dalam status sitaan umum berdasarkan pasal 19 Undang-undang
Kepailitan dan akan digunakan sebagai pembayaran utang Debitor pailit, dan
akan dibagikan secara proporsional kepada Kred1tor-kred1tomya

Meskipun peran Kurator sangat penting dalam proses kepailitan, dalam
kenyataannya masih terdapat perbedaan persepsi mengenai fungsi dan
kewenangan Kurator Misalnya terjadi ketidaksamaan persepsi dalam hal
hubungan antara tugas Kurator dengan tugas Hakzm Pengawas. Selain itu
secara eksternalpun terjad1 pu}a adanya perbedaan persepsz antara Kurator'
dengan pihak Iembaga atau 1nstan51 terkait.

Sebagai contoh dengan bank, bahwa Kurator seringkali mengalami
kesulitan dalam mengakses rekening Debitor pailit di bank hal ini terjad:
karena berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan bank
Demikian juga halnya dengan masalah perpajakan karena terbentur aturan
masa kadalu&rsa hak tagihan pajak selama 10 (sepuluh) tahun yang akan
menyuhtkan Kurator melakukuan tugas pemberesan, karena diharuskan
menunggu sampai masa kadaluarsa selesai, sebelum dapat membagikan hasil
pemberesan kepada Kreditor konkuren.
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3. Aspek Budaya Hukum

Optlmalnya pelaksanaan tugas dan kewenangan Kurator sangat
“memerlukan dukungan moral dan semua pihak: termasuk moral Hakim

e ___Pe;ngawas dan Kurator sendiri. Fakta di }apangan masih ‘menunjukkan adanya

o '_EIter 1n

- mendapatkan materi

‘perilaku yang berlndlkam tldak moral_ls yang bersumber dari pemzklran yang

tenahs'ﬂs sehmgga tu_g s-dan. ke wen'angannya menurut undang-

“undang jadi melemah d1karenakan hanya dxjad1kan sebaga: sarana untuk

1 "epentingan pribadi, Prﬂaku menyimpang

*dari aturan hukum _;uga_.ada dllakukari oleh Debitor yang dxantaranya dengan
'cara mengeiabul dan atau mempu Kurator .

.. Sebatknya pada saat. pemzklran-pemleran yang. t1dak morahs muncul
dalam pemikn‘an slapapun hendaknya introspeksi diri dan menyadari bahwa
'berbuat atau melakukan kegxatan yang bertentangan dengan aturan hukum
posmf adalah akan berdampak negatlf bag1 kepentmgan orang banyak, yang
secara langsung atau ttdak langsung _;uga akan berakibat keruglan bagi diri
sendiri. - : . T T e

Inti persealan dari hukum képéiiitén adalah' bahwa utang harus atau wajib
untuk dibayar, kaidzk ini tidak hanya menurut hukum positif (lex humana),
tapi juga menurut hukum agama (7ex aetarna) Jjuga hukum alam (lex naturalis).
Sehingga ‘baik secara internal dan eksternal, bahkan dilihat dari aspek
spiritualpun tidak ada alasan untuk tidak mematuhi aturan hukum kepailitan.

b. KESIMPULAN

1 . Yang menjadl hambatan Kurator untuk memperlancar penyelesa:an utang-
utang Debitor melalui proses kepalhtan antara lain karena:

a. Aspek Materi Hukum:

(1). Kaidah-kaidah hukum Undang-undang nomor 4 tahun 1998
tentang Kepailitan belum dapat merumuskan secara tepat tentang
tugas dan kewenangan Kurator, terutama kaitannya dengan tugas
dan kewenangan Hakim Pengawas.

(2). Belum terpenuhinya kebutuhan hukum yang mengatur kepailitan
lintas batas.

b. Aspek Kelembagaan

Belum terkoordinasikan secara baik antara tugas dan kewenangan
Kurator baik internal sesama unsur lembaga kepailitan, maupun secara
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: _-_a.:

e ::Aspek Budaya Hukurn

ekstemal dengan mstans; terkalt sepem dengan perbankan kepohsaan -

Maszh terhhat adanya persep51~persep51 kehru dan masmgumasmg .

o '_ ':'plhak tentang tugas dan kewenangan yang dxtxmbulkan oleh hukum -
- kepailitan serta ma51h adanya pen&aku«penlaku para pelaksana hukum -

~kepailitan ¢ terutama Hakim Pengawas, Debitor, dan Kurator sendiri’
© . yang menghambat pelaksanaan tugas dan kewenangan Kurator untuk
- “kelancaran pemberesan utang utang Debxtor palht melalm proses. '
_kepa:htan '

_ :Untuk lancamya tugas dan kewenangan Kurator harus dliakukan upaya:

Pembuatan rumusan yang lebih tepat untuk pengeman tugas dan

L _kcwenangan Kurator agar tidak menimbulkan macam-macam persepsi
~ yang dapat mempersnht dalam hal pengzmplementaszannya '

Penentuan pilihan opsi yang tepat untuk memiliki aturan hukum

. yang mengatur kepazhtan lintas batas.

: 'Pengkoordmasaan tugas dan kewenangan Kurator, balk secara intet-
- nal sesama unsur lembagakepailitan maupun secara eksternal dengan
- instansi terkait, seperti dengan perbankan, kepolisian dll.

Pembinaan moral pafa Hakim Pengawas, Kurator, serta sosialisasi
Hukum Kepailitan pada masyarakat luas. _ :
Konsistensi pelaksanaan sanksi pelanggaran terhadap aturan hukum

kepalhtan agar dapat membakm jera bagi siapa saja yang melakukan
pelanggaran.
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S "'}'yang sebaglan besar anogotanya merupakan mereka yang dztunjuk
“oleh plhak pemegang saham mayoritas i :

T 1ka'k1ta hhat pemsahaan tersebut sebagal suatu perseroan dengan

i 3"melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan dengan
- _-menempatkan orang yang dipercayamya daiam Dewan Komlsans.

_':_tersebut dapat'melakukan pengawasan lewat suatu persetuj uan yang'
. harus dlperoleh Direksi sebelum Dll’ekSi da_pat mc]akukan perbuatan-
. perbuatan perseroan tertentu yang dlanggap pentmg bagz perseroan

o (dan para pihak). Persetujuan ini hanya akan efekiif bagi pemegang
: saham mmorztas tersebut Jika ia dapat turut menentukan pemberian-

. . sebaﬂmya keabsahan dan setxap persetuj uan Dewan Kormsans hamsiah

menyertakan persetu_] uan dari. salah satu Komisarzs yang d}pihh dart

_caion yang dza_;ukan olehnya

Hak pihak pemegang saham mmorltas untuk meminta kepada
pemegang saham mayoritas untuk membeli kernbali seluruh saham

B yang d1m111k1 olehnya (buy back guarantee)

Sepem juga telah disebutkan di atas, bahwa ja!annya perusahaan
kerJa sama patungan tersebut dilaksanaken sepenuhnya oleh Direksi
perseroan yang identik dengan pemegang saham mayoritas, dan bahwa
salah satu bentuk pengawasan yang dapat-dilakukan adalah dengan
memberikan hak-hak tertentu kepada Dewan Komisaris perseroan

. untuk memberlkan persetujuan atas tindakan- tindakan perseroan

tertentu yang dxanggap penting. Selain itu, meskzpun secara mum
dapat dikatakan bahwa set1ap anggota Dewan Komisaris dapat

'rnelaksanakan kegxatan pengawasan setxap saat atas segala kegiatan

Direksi daiam menjalankan PETSEroan, namun dalam prakteknya setiap
bentuk pengawasan ini tidak akan dapat berjaian opiimum, terlebih
lagi jika suara mayontas dalam Dewan dlpegang oleh pemegang saham
mayoritas. ; -

Oleh karena itu, untuk menjaga kepentingan investasi dari
pemegang saham minoritas, dalam hal terdapat perselisihan kepen-
tingan yang tidak dapat diselesaikan, sudah selayaknya jika pihak
pemegang saham minoritas diberikan hak atau opsi {option) untuk
meminta kepada pemegang saham mayoritas agar bagian penyer-
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" __taannya d1beh kembali (buy back), atau diusahakan untuk dibeli oleh .

- pihak | keti iga dalam suatu jangka: Waktu tertentu, berdasarkan suatu

e _'_dztandatangam

rumusan harga yang, teiah dxsepakatl sej jak awa] pez] anjzan ker_]a sama -

_._.'Perhndungan mmontas dalam Undang undang Perseroan Terbatas 3
--_'-No 1 tahun 1995 . A :

. :"Da sampmg kedua macam klausula perhndungan tersebut di atas

: Gt '_-._:_-S-Undang undang Perseroan Terbatas No 1'tahun 1995 Juga secara - '-
7 tegas telah’ merumuskan perlindungan kepada pemegang saham

‘minoritas atas ‘nndakan DiIEkSl Dewan Komisaris, dan atau pemegang

" gaham mayontas perseroan yang diduga meruglkannya Salah satu
-'ketentuan yang cukup pentmg ‘adalah dengan pemberian hak kepada
© pemegang sa’nam minoritas yang mewakili sekurang»kurangnya 10%

- (sepuluh persen) saham’ ‘perseroan yang telah dzke}uarkan untuk

' “melakukan tindakan-tindakan berikut: "

1. Meminta d1seienggarakannya Rapat Umum Pemegang Saharn
© perseroan (pasal 66ayat2); -

2: Meminta dladakannya pemenksaan terhadap perseroan, dalam
hal terdapat dugaan bahwa perseroan, anggota Direksi atau
Komisaris perseroan melakukan perbuatan melawan hulum yang
merngikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga
{pasal 110 ayat 3); :

3. Memohon pembubaran perseroan (pasal 117 ayat 1);

4. Mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota

" Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menerbitkan
. kerugian terhadap perseroan (pasal 85 ayat 3);

5. Mewakili perserbah urituk men’gajukzin gugatan terhadap
Komisaris perseroan yang karena kesalahan atan kelalaiannya
menerbitkan kemgian terhadap perseroan (pasal 98 ayat 2);
Dan kepada setiap pemegang saham untuk:

6. Mengajukan gugatan terhadap perseroan, bila mereka dirugikan
karena tindakan perseroan yang tidak adil dan tanpa alasan yang
wajar, sebagm akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham,
Direksi atau Komisaris perseroan (pasal 54 ayat 2);

7. Meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga
yang wajar, bila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan
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RIS | D; sini jelas: tampak bahwa undang-undang PT. damaksudkan agar
L _dapat memberlkan perlmdungan yang balk 'e;hadap pemegang saham

s '. : oieh perseroan mesklpun hal tersebit telah dlputuskan oleh RUPS

.. Hak Mewaklh Perseroan _

Leblh Ianj ut undang*undang membenkan hak suara. khusus kepada

' ';pemegang saham minoritas untuk: dapat melakukan tmdakan-tmdakan
. atau bertindak selaku wakil perseroan dalam mempelj uangkan kepen‘ﬂngan
__ perseroan terhadap tindakan perseroan yang merugikan, sebagai akibat
. kesalahan atau kelalaian yang dilakukan baik oleh anggota Direksi dan
_-_ataupun oleh Komisans (Pasal 85 ayat (3) jo. Pasal 98 ayat (2))

: Undang-undang men_]elaskan bahwa- da}am haI tmdakan Direkm

s memglkan perseroan, maka pemegang saham yang memenuhi persyaratan

- tersebut dapat mewakili perseroan unfuk melakukan tuntutan atau gugatan
terhadap Dxrekm dan kormisaris melalui pengadilan. £

c) Persyaratan

_ Dalam hal ini hak untuk melakukan gugatan atas nama perseroan
. _dapat dzlakukan oleh _pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/
10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah. Selain itu pemegang saham yang: mewaklh ‘paling sedikit 1/10
. (sepersepuluh) bag1an dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah, atau suatu jumlah yang lebih keeil sebagalmana ditentukan dalam
" Anggaran Dasar perseroan yang ‘bersangkutan, dapat memmta untuk
diselenggarakan RUPS (Pasal 66 ayat (2))

d) Tzin Pengadﬂan Negen _ _ ]
Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya mehpuh tempat
kedudukan perseroan dapat memberikan izin kepada pemohon untuk.

1) Melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan atas permohonan
pemegang sahatn apabila Direksi atau Komisaris tidak menyelenggara-
kan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan; atau
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i 2) -Meiakukan sendm pemanggxlan RUPS lainnya atas. permohonan :
. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), -
'apabﬂa Dxreksx atau Komlsarls setelah lewat waLtu t}ga puluh hari
* - terhitung sejak permmtaan tidak- melakukan pemanggﬂan RUPS_ E

- ’.f'{_lanmya (Pasai 67 ayat ( D UUPT) L )

i 'Penetapan Ketua Pengadﬁan Negen yang mem’nenkan izin kepada-
ipemohon untuk melakukan sendiri Pemanggﬂan RUPS (Pasal 67 ayat =
), akan penetapan instansi pertama dan. terakmr (Pasal ayat (4),

) --.-yang karena itu tidak dapat.dimintakan bandingan sebagaimana biasa -
dlmungkmkan terhadap suatu. putusan Pengadilan Negeri. Hal ini juga -
merupakan suatu kekhususan yang diberikan oleh undang-undang dalam’

“+rangkapencgakan kepentingan. pemegang saham ‘minoritas agar
:pelaksanaan RUFPS tidak tertunda. o e :

Ve Dalam hak Ketua Pengadllan Negerl membenkan izin kepada

y 'ﬁpemohon untuk melakukan sendiri pemangglian RUPS sebaga1mana

~ disebutkan dl atas, Ketua Pengadllan Negeri dapat menetapkan bentuk,
isi, dan jangka waktu pemanggﬂan RUPS serta menunjuk ketua rapat
tanpa terikat pada ketentuan undang-undang (UUPT) dan Anggaran Dasar

“perseroan. Dalam ‘hal ini pula Ketua Pengadilan Negeri dapat

“ memerintahkan agar Dareksx dan atau Kormsans untuk hadir daIam rapat
tersebut. j %

e) Pemeriksaan Perseroan

' *Masalah lain yang juga merupakan suatu perbaikan dari peraturan
yang berlaku sebelumnya adalah kesempatan yang diberikan oleh undang-
undang untuk melakukan pemerlksaan terhadap perseroan, apabila
permintaan 1angsung kepada perseroan untuk memperoleh data-data atau
' keterangan yang diperlukan d}toiak atau tidak diperhatikan oleh perseroan.

Permintaan data atau keterangan tersebut diajukan apabﬂa terdapat
dugaan bahwa:

1) Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan
pemegang saham atau pihak ketiga; atau

2) Anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan
hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saharn atau pihak
ketiga (Pasal 110 UUPT).

Pemeriksaan seperti tersebut di atas dilakukan oleh pemegang saham
atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan apabila mewakili paling
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s 'f.i*f'sedlkzt 1/ 1 0 (sepersepuiuh) bagzan dan Jumlah seluruh saham dengan
‘hak suara yang sah, dengan mengajukan permohonan secara tertutis beserta
i alasannya ke Pengadﬂan Negen yang daerah hukumnya mehputl tempat
o kedudukan perseroan “Proses. seian}utnya tentang pemenksa&n perseroan
e __dapat dnkun me}aiul bab “Pemerlksaan terhadap Perseroan” iy :

e 3"perseroan atas permohonan satu orang pemegang saharn atau Ieb;h yang
. :mewakﬂz Jumlah tertentu sebagaimana disebutkan di atas yaitu pahng
- sedikit 1/10. (sepersepuluh) bagian dari jumlah’ seluruh saham dengan
R '-hak suara yang sah (Pasal I 17ayat (1) b UUPT) R

. Perlmdungan terhadap pemegang saham mmoratas 3uga teztuang dalam
i _.Pasai 104 UUPT yang menyebutkan bahwa perbuatan hukum pengga-
_'_'bungan peleburan dan pengambﬂahhan perseroan harus memperhatakan

Kepentmgan perseroan pemegang saham mmontas dan km‘yawan
--...perseroan dan Sk A s T e N N
Kepentmgan masyarakat dan persamgan sehat dalam melakukan
usaha, « -
g) 'HakAtas Harga Wajar N/

_ Penggabungan pele’ouran dan pengamb;lahhan perseroan tidak

- mengurangi hak ‘pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya
dengan harga yang wajar sebagaimana telah diatur dalam Pasal 55 ayat
(1) UU No. 1 Tahun 1995 atau UUPT yaltu

Setlap pemegang saham berhak memlnta kepada perseroan agar
sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan
tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham

- atau perseroan, berupa '

1 Perubahan anggaran dasar

. 2)  Penjualan, penjaminan, pertukaran sebaglan besar atau seluruh
kekayaan perseroan : atau :

- 3) Penggabungan, peleburan atau pengambilan perseroan.

B. Pokok Permasglahan

Pokok permasalahan dalam penulisan makalah ini yang dibahas oleh

1 L A
"“Eomﬂﬂb aéuluh seoagaroerngut:
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1.

Bagaxmana kedudukan dan hubungan pemegang s saham mayontas dengan s

_:___j.pemegang saham mmontas’?

. -2) :_-'Bagalmana perlmdungan mmontas dalam pemsahaan kezjasama patungan‘? _ '

Anahsls Terhadap Perlmdungan Saham Mmontas Daiam Prakiek -

2 'Adapun anahsm daiam penuhsan makalah i ada}ah sebagal benkut

i -_-_}Kedudukan dan hubungan pemegang saham mayontas dan pemegang. S

Gei itsaham mmor;tas

o ‘ Aktuahtas Pemegang Saharn Mmorltas dalam PT per!u dikap lebih

mendalam, karena Pemegang Saharn Mmontas dalam PT harus memiliki
bargaining position yang baik, untuk mengantlslpas1 }1ka terjadi benturan

“kepentmgan dengan Pemegang Saham Mayontas Oleh katena itu,
Y & _Pemegang Saham Mmontas per}u dxben kewenangan tertentu, antara lain
“perupa hak untuk meminta diadakan' Rapat Umum Pemegang Saham

© (RUPS) dan meminta diadakan pemeriksaan terhadap PT berdasarkan

penetapan Ketua Pengadilan Negeri, serta meminta kepada Pemegang
Saham Pengadilan Negeri, serta meminta kepada Pemegang Saham
Mayorltas atau PT agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar.

Alasan adanya keharusan bagi Direksi dan Komisaris untuk
melindungi Pemegang Saham Minoritas, dikarenakan di dalam praktik
sering didapatkan adanya perlakuan yang kurang adil oleh Pemegang

Saham Mayontas dan pengurus perseroan terhadap Pemegang Saham
* Minoritas. -

Ada tiga faktor pentmg yang menyebabkan perlakuan tidak adil

\ tersebut yaltu

Pertama kurangnya ketentuan—ketentuan daIam peramran perundang-
undangan yang melindungi hak-hak Pemegang Saham Minoritas.Pada
kenyataannya sekalipun ketentuan-ketentuan tersebut ada, dirasakan masih
belum cukup. Hal itu terbukti dari seringnya Pemegang Saham Minoritas
yang dirugikan kepentingannya oleh Pemegang Saham Mayoritas yang
beritikad buruk dalam melaksanakan UUPT. Selainitu, adanya kewenangan
vang diberikan oleh UUPT kepada organ RUPS untuk menetapkan
kebijakan perseroan, secara tegas tidak mengatur adanya kewajiban
partisipasi aktif bagi Pemegang Saham Minoritas untuk mengajukan

4. Misahardi Wilarsarta, Op. Cit.: hal. 88-89
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: '}pendapatnya akzbatnya ?emegang Saham Mayor:tas begxtu domman dan_ L
:_da'p"at 'dengan'_m_udah'_menffabalkan hak hak Pemegang Saham Mrnorltas_ -

: Kea’ua sakap dan perllaku Pemegang Saham Mayor;tas Dxreksz atau
Komzsams yang memllrkr karakter moral hazara’ Faktor mkap tersebut

_.Ketzga, posm mah darr Pemegang- aharn Mmor;tas karena kurang_ Ry
“roi modal, pengetahuan keterampllan dan kemampuan untuk mengelola PT,
i "'-sehrngga Pemegang Saham Mmorltas tersebut tidak’ ‘berdaya dalam
'}m'enghadapr sikap- dan przlaku dan Pemegang Saham Mayorltas yang
3-mem1hk: 1tzkad tldak ba1k S S : .

_ et;ga faktor tersebut menyebabkan Pemegang Saharn Mayorltas
_mengalam1 .;ketldakberdayaan Padahal adanya persehmhan antara
" Pemegang Saham Mayoritas. dengan Pemegang Saham Minoritas atau
. pertentangan antara: Pemegang Saham Minoritas ‘dengan” pengurus
:-perseroan dapat mengaklbatkan keruglan pada perseroan '

o Deﬁmsl mengenal Pemegang Saham Mayontas menumt sxstem hukum
Common Law adalzh sebagm berlkut ol ' :

' “Majorrty stockholder One who or controls more than 50% (per-
- feet) of the stock of a corporation, through effective control may be main-
' tained with far less than 50 (fifty) percent if most of the stock is widely
held. In close corporation, majority shareholders may owe fiducaary,

i _.partner»hke dutles to minonty shareholders :

Majorlty shareholders A share_holders who owns or control more
than half the corporatron s stock o

_ Menurut Rudh1 Prasetya Pemegang Saham Mayontas adalah satu
_a‘rau sejumlah pemegang saham yang relatzf menguasa: lebih banyak
; saham yang dkkeluarkan oleh perseroan

-:Definisi Pemegang Saham Mmontas menurut sistem hukum Com-
“mon Law adalah sebagai berikut: . i EIRREE

' “Mrnorrty stockholder Those stockholders of a corporation who hold
‘so few shares in relatlon to the total outstandmg that they are unable to

3. Henry Campbeil. Black, op.cit. hal.:954,
: 6. Rudhy Prasetys, Kedudukan Mardiri PT, Bengan Ulasan Undang-undang No. 1 tahun 1993 (Disertasi)
s AANAUNE L1, Aditya Bakii, 2001, bal .}
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«i--control the management of the corporatxons of to.elect directors. Mmor-_ .

> Sty sharehoider A shareholder who-owns: Iess than half the total shares
: -outstandmg and thus cannot control the corporatlon s management or .

e smgiehandediy elect dxrectors A

s Y enurut Rudhy Prasetya Pemegang Saham Mmontas adalah satu

_ - SC_] umlah pemegang saham yang retatif hanya mengusai sejumlah saham,
- yang kalah’banyaknya -terhadap satu atau sekelompok pemegang saham :

Sementara 1tu d1 dalam UUPT deﬁmsI tentang Pemegang Saham

: 'Mmontas t1dak dlatur secara eksphsit Mesklpun demikian, secara implisit

dapat dipahami melalui beberapa ketentuan, bahwa Pemegang Saham
Minoritas adalah I (satu) pemegang saham atau lebih, yang masing-masing

_' "atau bersama-sama mewakili palmg sedlklt 1/10 (satu persepuluh) bagian
dan jumlah selumh saham dengan hak suara yang sah dalam perseroan.

. Jadi, Pemegang Saham Mmontas ada!ah satuatau beberapa pemegang
saham yang relatif memiliki lebih sedikit saham daripada pemegang saham
lainnya dan yang masing-masing atau sendiri-sendiri memiliki tidak lebih
dari 1/10 (satu persepuluh) ’oagzan dari Jumiah seluruh saham dengan
hak suara yang sah dalam perseroan yang tidak mampu melawan putusan
yang dibuat oleh RUPS :

Kedudukan Pemegang Saham Mayontas dan Pemegang Saham
Mlnontas menjadi tidak selmbang karena adanya Majority Rule,

Majority Rule memberi kekuasaan yang dominan bagi Pemegang
Saham Mayoritas, sehingga Pemegang Saham Mayoritas dapat dengan
mudah menyisihkan Pemegang Saham Minoritas.

Prinsip one share, one vote dan Majomy Rule sebenamya didasarkan
pada suatu pem1k1ran bahwa Pemegang Saham Mayoritas scbagai
penyandang dana utama, selalu dihadapkan pada dua sisi vang kontradiktif.
Di satu sisi berharap mendapatkan dividen yang besar, tetapi di sisi lain
kuatir akan menanggung risiko kerugian yang besar juga sesuai jumlah
seham yang dimilikinya. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila
timbul kecenderungan, bahwa Pemegang Saham Mayoritas ingin
memonopoli kekuasaan dalam PT. Persoalan ini akan terus menjadi
masalah yang tidak kunjung berakhir, jika permasalahannya tidak
diselesaikan secara tuntas, karena mekanisme kerja PT yang ada sekarang
telah menerima prinsip one share, one vote tersebut.
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= Guna me}mdungl kepentmgan Pemegang Saham Mmoritas PT
: dapat ménerbitkan saham’ dengan beberapa: klasifikasi, ya1tu sahambiasa
:=._j'dan sahamiluar biasa. Saham biasa adalah ‘saham’ yang: dapat: memiliki
“ooleh: se‘uap r}iemegang saham dan dapat mengeiuarkan hak: suara dalam

" “RUPS;ihempunyai hak menerima dividen dan sisa kekayaan perseroan

Saham luar biasa;’ selam me' nyén hak sepem saham biasa, yaml hak
- suara bersyarat ataul khusus hak suara terbatas atau tidak ada hak suara,
e hak utama atau hak untuk'dldahulukan atas dwtden dan 51sa harta hkulda51

__ Dengan dem1k1an maka dalam AD PT dapat dibuat ketentuan yang
. '-mengatur mengenai saham luar b1asa yang hanya dapat d:m;lx}q oleh
i Pemeg&ng Saharn Mmontas e EIVTL -

N Apabﬂa d1ketahu1 bahwa Pemegang Saham Mayoritas ‘akan
melakukan tmdakan yang merugxkan kepentmgan Pemegang Saham

e ;Mmontas maka Pemegang Saham Minoritas yang ‘memiliki saham huar

_ 'bxasa yang mempunyax hak suara k‘nusus dapat hadir dalam RUPS dan
mempergunakan hak suaranya untuk menolak usuian Pemegang Saham
Mayoritas tersebut.

Jadi, dalam proses pemungutan suara 'pa'da'.saat RUPS ailaksanakan

-~ Pemegang Saham Mayoritas dapat menggunakan :‘Majority Rule

**"berdasarkan one shate, one vote dan Pemegang Saham Mmorztas Jjuga

o -dapat menggunakan Mznortty Rzght

. ._Perhndungan Mlnorztas Dalam Perusahaan Ker_]a Sama Patungan

: Setiap bentuk perjanjian ns_aha kerjasama, batk-yang terwujud dalam
bentuk pendirian perusahaan baru maupun yvang :berupa- joint opera-
“~tion,  akan melahirkan .suatu kesepakatan yang merupakan perpaduan
kehendak dari pihak-pihak yang mengadakan dan melaksanakan perjanjian
tersebut. Meskipun merupakan suatu kesepakatan bersama, dalam
menjalankan perjanjian kerja sama tersebut, masing-masing pihak masih
akan tetap membawa serta kepentingan-kepentingan (interest) masing-
masing dalam kerja sama tersebut, terutama yang berhubungan dengan
masalah pengelolaan usaha tersebut, ataupun masalah pembagian
keuntungan yang diperoleh dan usaha kerja sama tersebut. Sehingga sebagai
suatu bentuk usaha kerja sama, adakalanya suatu perusahaan yang dibentuk
tidak hanya memiliki kepentingan, objectif dan tujuan dari perusahaan
itu sendiri, melainkan juga memikul sebagian beban kepentingan dari

af peE sy SNy
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Se;alan dengan makin terbuka dan meluasnya kesempatan berusaha - '.

' i.;:'__'dan makin maraknya 'tmgkat persaingan usaha, makin banyak kita temui
____usahawan«usahawan yang menjalankan ) usaha dalam bentuk- ker_;a sama
. -__{._;'mendxr]kan pemsahaan patungan.. Perusahaan-perusahaan kerjasama

: atungan ini: dzperiukan untuk mengakomodasi berbagai. kepentingan,
“terutama yang berhubungan dengan masalah keahhan (expertise) dan modal_ L
-(capztaD Oleh karena 1ty daiam hampar semua perjanpan kerja sama. -

""fmembenkan hak pengurusan dan pengelolaan perusahaan kerja sama
o patunaan kepada salah satu atau lebxh plhak daIam perjanjian

Terlepas dari ada tldaimya gemlement agreemenz di antara para pihak,
di dalam perjanjian kerja sama itu sendiri. maupun dalam anggaran dasar

_ dari perusahaan kerja sama patungan tersebut, san gatlah dirasakan perlunya
- '__pengaturan perlmdungau terhadap mereka yang tldak meiakukan

¥y merupakan pemegang saham mmoritas daiém perusahaan Pada tulisan

J kali ini akan kita bahas beberapa haI yang perlu diperhatikan guna
' melmdungl pihak miroritas dalam perusahaan kerja ¢ sama patungan.

_ a) Perhndungan Minoritas

"-Sebagai.suatu, perusahaan ker_}a sama yang pengelolaan
.- manajemennya diserahkan kepada pemegang saham mayoritas,
tidaklah mengherankan jika setiap penyusunan kebijakan pengurusan,
pengelolaan dan pelaksanaan operasional perusahaan kerja sama
‘patungan banyak mengacu kepada kebijakan, pengurusan dan
pengelolaan bahkan juga kepentingan dari pemegang saham mayoritas.
- Olehkarena itu, guna melindungi kepentingan pihak pemegang saham
* . “minoritas dari peran pemegang saham mayoritas yang sangat dominan,
~kiranya perlu untuk diberikan pengaturan mengenai beberapa hal
berikut ‘dalam perjanjian kerja sama, maupun -dalam anggaran
~dasarperusahaan kerja sama patungan yang dibentuk.

b). | Peréétﬁjuan M_ih_oﬁtés Lewat Pengawasan Dewan Komisaris

. Seperti telah disebutkan di atas, bahwa adakalanya pada
perusahaan kerja sama patungan, penyusunan kebijakan dalam
mengurus dan mengelola perusahaan kerja sama patungan diserahkan
sepenuhnya kepada salah satu atau lebih pihak. Kenyataan ini diikuti
pula dengan penyerahan pelaksanaan dan kebijakan pengurusan dan

pengelolaar jatanmya perosataan tersebut kepada Direkst perusahaar "



